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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 01 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka membangun kepercayaan
masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan
Pemerintah Daerah perlu peraturan dasar yang
merupakan pedoman kegiatan yang senantiasa
dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan
masyarakat dalam upaya untuk memberikan secara
proporsional hak dan kewajiban masyarakat sebagai
perwujudan  pemerintahan yang baik dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan  Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pelayanan
Publik di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999  Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4266);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3175);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4747);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 Seri D
Nomor 10) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 39
Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak
Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005 Nomor 39) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan
BUPATI PURBALINGGA,

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 @



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

5. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan
penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan
publik.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan
publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan publik.

7. Penerima Pelayanan Publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok
orang dan atau badan hukum yang memiliki hak, dan kewajiban terhadap
suatu pelayanan publik.

8. Standar Pelayanan adalah ketentuan yang berisi norma, pedoman dan
kesepakatan mengenai kualitas pelayanan, sarana dan prasarana yang
dirumuskan secara bersama-sama antara penyelenggara pelayanan publik,
penerima pelayanan dan pihak yang berkepentingan.

9. Indek Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran
kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah
ditetapkan.

10. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban
penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada
masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui
mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.
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11. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap
ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan
yang telah ditentukan.

12. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Pelayanan Publik antara penerima Pelayanan dengan penyelenggara
pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima
dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

13. Media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak
dan elektronik.

14. Standar Pelayanan Publik adalah Tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelengaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai komitmen atau janji dari penyelengara pelayanan kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :
asas kepastian hukum;

asas transparansi;

asas partisipasi;

asas akuntabilitas;

asas kepentingan umum;

asas profesionalisme;

asas kesamaan hak;

asas keseimbangan hak dan kewajiban;
asas efisiensi;

asas efektivitas;

asas imparsial.
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Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Publik adalah :

a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik di Daerah;
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